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ABSTRAK

“Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian kepada Anak dan Perempuan
Korban Kekerasan Seksual Suatu kajian Viktiminologi (dalam pandangan
hukum adat Minangkabau). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi
tertinggi di Indonesia menjamin secara tegas tentang hak-hak anak di Indonesia
sebagaimana tersirat dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1). Korban
kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana,
namun tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-
undang kepada pelaku kejahatan. Penyelesaian perkara hanya semata-mata
ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa
mempertimbangakan aspek kerugian yang diderita korban. Kedudukan korban
yang demikian dalam ilmi viktimologi dikenal dengan istilah, seperti manusia
yang terlupakan (forgotten man), orang yang dilupakan, tidak kelihatan (forgotten
person, invisible). Gagasan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban
kejahatan telah dilaksanakan dibeberapa negara, termasuk di Indonesia. Mulai dari
tahun 1946 Indoensia sudah mulai memperhatikan tentang ganti kerugian kepada
korban kejahatan dan aturan hukum yang telah mengalami beberapa kali
perubahan demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Peraturan
Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang
Menajdi Korban Tindak Pidana, merupakan salah satu bentuk kepedulian
pemerintrah atas nasib korban kejahatan. Mekanisme pemberian restitusi kepada
korban tidaklh sesederhana yang kita bayangkan, banyak aspek yang perlu
diperhatikan dan dipertimbangkan. Tulisan ini mengangkat permasalahan
“bagaimanakah latar fungsionalisasi lembaga ganti kerugian terhadap anak dan
perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimanakah penerapan
hukum adat Minangkabau dalam pencegahan dan perlindunagn terhadap korban
kekerasan seksual” dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis formal. Penulia mengumpulkan data-data melalui data primer,
sekunder dan tersier dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan
lembaga yang terkiat dan tokoh adat minangkabau.Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban, belum bekerja secara maksimal karena belum tersosialisasinya
keberadaan dan peran LPSK didalam masyarakat minangkabau (Kota Padang)
dalam menjalankan tugas dan wewennngnya dalam hal restitusi kepada korban
kejahatan seksual kepada anak dan perempuan. Penurunan nilai-nilai adat dalam
menghargaai keberadaan penghulu sebagai kepala nagari, ninik mamak, urang
sumando, bundo kanduang, kaum ulama membuat tingkat kejahatan seksual
terhadap anak dan perempuan menjadi suatu persoalan sosial yang perlu dicari
jalan keluarnya dengan cara menghidupkan kembali peran Lembaga Kerapatan
Adat Minangkabau.

Kata kunci: Restitusi, Korban Kekerasan Seksual, anak dan perempuan,
hukum pidana adat minangkabau.
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ABSTRACT

""Functionalization of Indemnification Institutions to Children and Women
Victims of Sexual Violence A study of Viktiminology (in view of Minangkabau
adat law). The 1945 Constitution as the highest constitution in Indonesia assures
explicitly the rights of children in Indonesia as implied in Article 28 B Paragraph
(2) and Article 28 G Paragraph (1). Victims of crime are the party most suffering
in a crime, but do not get as much protection as provided by law to the
perpetrators of crime. The settlement of cases is solely aimed at imposing
sanctions on the perpetrators of crime without considering the aspect of loss
suffered by the victim. The position of such victims in ilmi viktimologi is known
by the term, such as forgotten man, forgotten person, invisible. The idea to
provide compensation to crime victims has been implemented in several
countries, including Indonesia. Starting from 1946 Indonesia has begun to pay
attention to compensation for crime victims and the rule of law that has undergone
several changes for the sake of justice, certainty and expediency. Government
Regulation no. 43 of 2017 on the Implementation of Restitution for Children
Victims of Crime, is one form of concern pemrrah for the fate of victims of crime.
The mechanism of giving restitution to the victims is not as simple as we imagine,
many aspects need to be considered and considered. This paper raises the question
"what is the background of functionalization of compensation institutions for
children and women as victims of sexual violence and how is the application of
Minangkabau adat law in prevention and protection against victims of sexual
violence" by using qualitative research methods with formal juridical approach.
Penulia collects data through primary, secondary and tertiary data by conducting
literature study and interviews with observed institutions and customary figures
Minangkabau.Lembaga Protection of Witnesses and Victims, has not worked
maximally because has not tersosialisasinya existence and the role of LPSK in
Minangkabau society (Padang City ) in carrying out its duties and wewennngnya
in terms of restitution to victims of sexual crimes to children and women. The
decline of customary values in respecting the presence of the penghulu as head of
nagari, ninik mamak, urang sumando, bundo kanduang, clerics make the level of
sexual crimes against children and women become a social problem that need to
find the way out by reviving the role of Minangkabau Traditional Density Institute

Keywords: Restitution, Victims of Sexual Violence, children and women,
Minangkabau traditional criminal law.
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